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ABSTRAK

	Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Implementasi Pengembangan Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Majalengka. Hal ini diasumsikan masih ada beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Majalengka. Pendekatan dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik. Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. 
	Penelitian dilaksanakan selama enam bulan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kabupaten Majalengka, Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian ini di dapatkan melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka cukup berhasil dengan komunikasi dalam implemetasi kebijakan pariwisata berjalan dengan mentrasmisikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan sudah konsisiten dalam melakukan komunikasi. Dan sumber daya juga sudah sudah mencakup untuk sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi tetapi untuk sumber daya informasi masih terdapat kekurangan. Disposisi juga sudah berjalan dengan baik untuk pemberian insentif dan pengangkatan birokrasi yang diharuskan sesuai dengaan kualifikasi yang ditentukan. Yang terakhir untuk struktur birokrasi masih ada beberapa tanggung jawab yang tumpang tindih.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata.

ABSTRACT

This study is based on the main problem, namely the Implementation of Tourism Policy Development in Majalengka Regency. It is assumed that there are still some problems in the Implementation of Tourism Development Policy in Majalengka Regency. The approach in this study on policy implementation is seen from the context of public policy and administration as its parent theory to develop the treasury of public administration science. The purpose of the study is to analyze the Implementation of Tourism Development Policy in Majalengka Regency. This study uses a qualitative approach using the case study method. The study was conducted for six months at the Department of Tourism and Culture of Majalengka Regency. This type of research is qualitative. The data for this study were obtained through observation, interviews, and literature reviews. The results of the study indicate that tourism development in Majalengka Regency has been running well. The success of the implementation of tourism development policies in Majalengka Regency was quite successful with communication in the implementation of tourism policies running by transmitting information to all stakeholders and has been consistent in communicating. And resources have also included human resources, financial, material, and information but for information resources there are still shortcomings. The disposition has also been running well for the provision of incentives and the appointment of bureaucracy that is required according to the specified qualifications. The last for the bureaucratic structure there are still some overlapping responsibilities.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development.



RINGKESAN

Ieu panalungtikan didasarkeun kana masalah utama, nya éta Palaksanaan Pangwangunan Kabijakan Pariwisata di Kabupatén Majalengka. Dianggap masih aya sababaraha masalah dina palaksanaan Kabijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Majalengka. Pendekatan dina ieu panalungtikan ngeunaan palaksanaan kawijakan ditingali tina kontéks kawijakan jeung administrasi publik salaku téori induk pikeun mekarkeun pangaweruh administrasi publik. Tujuan panalungtikan nya éta pikeun nganalisis palaksanaan kawijakan pangwangunan pariwisata di Kabupatén Majalengka. Dina ieu panalungtikan, panalungtik ngagunakeun pamarekan kualitatif ngagunakeun métode studi kasus. Panalungtikan ieu dilaksanakeun salila genep bulan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Data ieu panalungtikan dimeunangkeun ngaliwatan observasi, wawancara jeung talaah pustaka. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén pangwangunan pariwisata di Kabupatén Majalengka lumangsung kalawan hadé. Kasuksésan palaksanaan kawijakan pangwangunan pariwisata di Kabupatén Majalengka cukup suksés kalayan komunikasi dina palaksanaan kawijakan pariwisata jalan ku cara nepikeun informasi ka sakumna stakeholder sarta konsisten dina komunikasi. Sareng sumber daya ogé kalebet sumber daya manusa, kauangan, bahan sareng inpormasi, tapi masih aya kakurangan dina sumber inpormasi. Disposisi ogé parantos saé pikeun nyayogikeun insentif sareng ngangkat birokrasi anu diperyogikeun dumasar kana kualifikasi anu ditangtukeun. Anu pamungkas, pikeun struktur birokrasi masih aya sababaraha tanggung jawab anu tumpang tindih.

Kalimat pokok : Palaksanaan Kabijakan, Pangwangunan Pariwisata.


1. PENDAHULUAN
Sektor pariwisata adalah sektor yang dapat menjadi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan memajukan kebudayaan serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air.
Sejalan dengan itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, Rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan, meningkatkan pendapatan negara serta kesejahteraan rakyat. Prinsip-Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan, industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Otonomi Daerah merupakan titik tolak yang sangat strategis untuk dapat menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Pembangunan dan perekonomian. Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat terlihat jelas ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Dalam undang-undang pemerintahan daerah ditegaskan mana yang menjadi tugas dan kewenangan pusat dan mana yang merupakan tugas dan kewenangan daerah. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali pendapatan dari semua potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana Pembangunan dan memenuhi belanja daerah.
Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat (Nurhadi,2014). Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Peran pemerintah sangat penting untuk mendukung pengembangan destinasi wisata baru, Dimana terdapat 5 faktor yang harus dipenuhi untuk mengembangkan suatu daerah agar menjadi tujuan wisata, yaitu objek, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan perhotelan (Sujai,2016).
Banyak potensi objek wisata di Kabupaten Majalengka yang mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang menarik untuk dikembangkan seperti wisata alam, wisata Sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Namun, sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka belum seluruhnya dikelola secara professional, masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata seperti akses jalan menuju tempat wisata, lahan parkir, kebersihan tempat wisata, kemudian juga kemitraan antara pengelola pariwisata yang belum optimal, serta standarisasi dan kemampuan sumber daya pariwisata yang belum maksimal. maka peranan Pemerintah Kabupaten Majalengka melaui Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator sangatlah strategis dalam mewujudkan upaya-upaya kearah pengembangan pariwisata tersebut.
Munculnya permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Periwisata di Kabupaten Majalengka.




II.	KAJIAN PUSTAKA,  KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

Kebijakan Publik
kebijakan merupakan suatu keputusan tetap yang bersifat konsisten dan pengulangan dari orang yang membuat maupun yang menjalankan keputusan tersebut, juga keputusan ini dapat dijadikan sebuah pedoman tindakan pimpinan dan bawahan pada semua tingkatan dan berbagai fungsi. Sementara itu Mustopadidjaja (1992:30) memberikan pengertian “Kebijakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti prilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan”.
Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta prilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Friedrich dalam Islamy (2001:3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “...a proposed course of action of a person, group, or goverment within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose” (...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan). 

Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai suatu kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. (Abdoellah & Rusfiana, 2016)
	Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan dengan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa dkk, 1994:15).

Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat Edward George III (2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya:
1. Komunikasi 
Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Clarity). Menurut Edward, persayaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moerdn. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.
	Berdasarkan pendapat dari Erward III tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional khususnya untuk membantu pembiayaannya.
III.	METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
	Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Alasan peneliti menggunakan rancangan studi kasus karena peneliti dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dengan menggunakan dengan menggunakan rancangan studi kasus karena informasi tersebut tidak dapat dengan teknik apapun kecuali dengan kehadiran peneliti secara langsung di lapangan. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memberikan sumber data lebih banyak yang diperoleh dari lapangan. 
Penentuan Informan
	Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Kabupaten Majalengka, Pelaku industri Pariwisata dan Masyarakat. Keseluruhan informan tersebut yaitu:
1. Kepala/Sekretaris Disparbud Kabupaten Majalengka (1 orang).
2. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Majalengka (1 orang).
3. Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan (1 orang)
4. Pengunjung/Wisatawan Obyek Wisata (2 orang).
5. Pengelola Obyek Wisata (2 orang).

IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Majalengka
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan unsur pelaksana seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana utama kebijakan dan juga membantu merumuskan rencana strategis pengembangan pariwisata jangka pendek, menegah, dan panjang yang sesuia dengan potensi, keunggulan dan tujuan pariwisata daerh. Juga mengembangkan dan mempromosikan beragam produk wisata yang dapat menarik wisatawan. Merncang dan melaksanakan strategi promosi dan pemasaran yang efektif untuk menarik minat wistawan baik daridalamnegeri maupun luar negeri. pemerintah pusat sebagai sumber pendanaan dan menarik investasi yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan sektor pariwisata dan mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diimplementasikan dan berkolaborasi degan pemerintah daerah, pemerintah pusat serta lembaga kepariwisataan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata berdampak positif secara sosial, budaya dan lingkungan. Masyarakat lokal sebagai pelaksana dalam acara budaya lokal. Dari semua pelaksana yang ada harus terlibat secara langsung dalam proses implementasi kebijakan pengambangan pariwisata agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
	Dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata juga terdapat program-program yang dijalankan seperti melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk para pegawai atau pelaksana dan juga melakukan pemasaran pariwisata melalui sosial media seperti you tube dan web site yang dikolola angsung oleh Dinas Pariwisata.
	Dinas Pariwisata juga merencanakan dan menyelenggarakan acara-acara pariwisata seperti festival atau kirab budaya. Meningkatkan aksebilitas menuju destinasi wisata, seperti peningkatan transportasi umum, dan pembangunan jalan. Dan program yang sedang berjalan pada tahun ini yaitu :
1. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten Majalengka. 
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten Majalengka, 
3. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 
4. Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten Majalengka.
5. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pngembangan kemitraan pariwisata.
Hal senada dikemukakan oleh Suswantoro (2004) pariwisata harus dilakukan melalui: a. Promosi, merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan secara terpadu baik di dalam maupun diluar negeri; b. Aksebilitas, merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sektor, dan ; c. Kawasan pariwisata. Ketiga inilah yang nantinya sebagai solusi dalam mengembangkan aspek kepariwisataan di Indonesia.
	Dan proses implementasi kebijakan juga mempunyai target atau kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan, seperti masyarakat local, wisatawan domestic, dan wisatawan local. Dengan adanya target yang ditetapkan maka Dinas Pariwisata dapat menentukan promosi yang tepat untuk menarik wistawan datang berkunjung, yang tentunya jika jumlah kunjungan meningkat maka akan berpengaruh juga terhadap pendapat asli daerah dan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang bekerja pada sector pariwisata akan meningkat.
	Untuk itu implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Majalengka perlu dilaksanakan sebaik-baiknya demi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka.
Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Majalengka
a. Komunikasi
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dari komunikasi yang dijalankana sudah berjalan dengan baik karena transmisi komunikasi dengan melakukan forum konsultasi, komunikasi dengan actor, rapat koordinasi, dan menjalankan strategi komunikasi yang baik, Hal tersebut dilakukan agar informasi dapat tersalurkan dengan baik dan juga arah kebijakan dapat berjalan susai dengan yang diharapkan, dengan dilaksanakannnya forum-forum komunikasi agar masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah.
Selain transmisi komunikasi terdapat juga kejelasan infromasi yang menjadi faktor penentu keberhasilan implemnetasi kebijakan, Dinas Pariwisata melakukan diseminasi informasi, kerja sama agen pariwisata,kejelasan informasi melalui media sosial dan strategi komunikasi yang baik agar komunikasi para pegawai atau pemangku kepentingan lainnya mendapat informasi secara baik, tetapi masih terdapat kejelasan informasi yang masih kurang baik seperti masih terdapat beberapa daerah destinasi wisata yang masih kurang jaringan internet sehingga kejelasan informasi masih kurang mejangkau ke pelosok daerah.
Dalam komunikasi diperlukan juga konsistensi dalam memberikan informasi dengan menerapkan komunikasi yang efektif, melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga, melakukan pertemuan berkala, melakukan transparansi kebijakan, dan harus sesuai dengan pembuatan renstra dan renja. Dengan adanya renstra dan renja dapat menjadi pedoman atau pelaksana.
Hal senada dikemukan oleh (Dewi Silvia, 2019) dalam melaksanakan komunikasi secara konsisten dimensi komunikasi bahwa indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dengan pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik karena tidak hanya dilakukan kepada masyarakat tetapi juga kepada anak-anak disekolah. komunikasi untuk indikatorkonsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata memang sudah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dengan berbagai kebijakan program yang dibuat cukup terencana dan terjadwal sehingga hal ini menjadikan perintah-perintah tersebut konsisten dilakukan.
b. Sumber Daya
Sementara sumber daya khususnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik karena Dinas Pariwisata terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan SDM, setelah mengeahui berapa banyak kebutuhan, selanjutnya melakukan perekrutan pegawai atau pelaksana.
Setelah melakukan pemenuhan sumber daya manusia, selanjutnya melakukan pemenuhan sumber daya finansial dalam hal ini menetukan dana yang ingin digunakan yang berasal dari dana APBD, APBN, dan dari pemerintah provinsi Jawa Barat dalam bentuk Hibah kepada pemrintah daerah. Dari proses pelaksanaan sumber daya finansial diatas sudah berjalan dengan baik sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.
Kemudian untuk sumber daya material sudah berjalan dengan baik dengan melakukan pengembangan akomodasi untuk destinasi wisata yang ada dan melakukan pengembangan infrastrukur seperti membuat atau memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dengan infrastruktur yang menunjanga dapat membuat kunjungan wisatawan menjadi meningkat dan akan berdampak pula pada pendapatan asli daerah yang juga akan meningkat.
Tetapi dalam peleksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terdapat sumber daya informasi yang masih kurang dalam keterbatasan teknologi, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, dan masih kurangnya kesadaran masyarat. Tetapi para pegawai atau pelaksana dilapangan sudah melaksan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Pallewa, 2016) Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
c. Disposisi
Hasil penlitian mengungkapkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik dengan dua disposisi yang dilakukan diantaranya pemberian insentif bagi pelaksana atau pegawai dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, dan pemberian insentif kepada pegawai atau pelaksana sudah diatur oleh kebijakan khusu dan keputusan kepala daerah, dana yang digunakan untuk pemberian insentif berasal dari dana APBD atau sudah diatur ke dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Selanjutnya dengan pengangkatan birokrasi diawali dengan penyusunan program berdasarkan keadaan riil mengenai bidang pariwisata. dalam hal ini pelaksanaan perekrutan pegawai harus memiliki kulifikasi khusus dalam bidang pariwisata, kualifikasi pendidikan yang relevan dengan pariwisata sehingga nantinya pegawai atau pelaksana dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga kecendrungan para pelaku nantinya dalam menjalankan kebijakan menjadi lebih sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan kebijkan pengembangan pariwisata.
Hal ini senanda dengan temuan (Pallewa, 2016) Proses disposisi dalam implementasi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program kerja, diawali dengan penyusunan program berdasarkan keadaan riil mengenai bidang pariwisata. Penyampaian ide-ide strategis menjadi simbol berlangsungnya disposisi dari dan kearah pelaksanaan yang diikuti dengan pemahaman lingkungan dan potensi yang dimiliki. Setiap implementor perlu mengkoordinasikan penjabaran program hingga tahap evaluasi karena itu implementor memerlukan kewenangan, informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dan transparan dan terus menerus antara bidang-bidang atau satuan-satuan agar dapat memberikan diagnosa masalah masalah dan usulan solusi.

d. Struktur Birokrasi
Hasil penelitian mengungkapkan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik dengan fragmantasi yang dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti asosiasi pariwisata, kemenparefkraf, dan pelaku usaha pariwisata dan mengatur tata aliran pekerjaan agar masing-masing memiliki tugas. Tetapi masih terdapat tumpeng tindih dalam pemberian tugas yang dikarenakan adanya perubahan kebijakan, perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi.
Dan adanya SOP dalam penangan keselamatan wisatawan, pengelolaan wisata, pengelolaan wisatawan dan keterlibatan pokdarwis, yang tentunya dengan tujuan agar wisatawan yang datang berkunjung merasa aman dan nyaman sehingga kunjungan wisatawan pun akan meningkat. Agar standart operation procedur (SOP), yang menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak.
Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang mengemukakan bahwa strukutur birokrasi mecakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan hubungan dan hubungan antar unit-unit organisasi.





V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Majalengka
1. Kesimpulan umum menelitian menunjukan Pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan baik dengan Dinas Pariwisata yang menjadi eksekutor utama dengan beberapa tugas penting, masyarakat sebagai pendukung dalam proses implementasi kebijakan dan mentetapkan programprogram startegis untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan dan juga menetapkan target atau sasaran dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik di Kabupaten Majalengka
2. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka cukup berhasil dengan komunikasi dalam implemetasi kebijakan pariwisata berjalan dengan mentrasmisikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan sudah konsisiten dalam melakukan komunikasi. Dan sumber daya juga sudah sudah mencakup untuk sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi tetapi untuk sumber daya informasi masih terdapat kekurangan. Disposisi juga sudah berjalan dengan baik untuk pemberian insentif dan pengangkatan birokrasi yang diharuskan sesuai dengaan kualifikasi yang ditentukan. Yang terakhir untuk struktur birokrasi masih ada beberapa tanggung jawab yang tumpang tindih.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan implmentasi kebijakan pengambangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majalengka, beberapa saran tersebut antara lain :
1. Perlunya dilakukan perbaikan teknologi jaringan khususnya daerah-daerah yang masih pelosok agar penyebaran informasi bisa lebih dioptimal lagi.
2. Perlunya tindakan untuk mengatasi adanya tumpeng tindih dalam pemerian tugas dan perlunya pembuatan struktur birokrasi yang efisien untuk mengelola kebijakan pariwisata
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